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PEDOMAN TRANSLITERASI 
١. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ A postrop terbalik 
 
 
ix 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , A postop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
٢. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
Nama 
 
 
 
Fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
 
 
Fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
٣. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
 
 
Fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
 
 
Kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
 
 
Dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
٤. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
 
 
xi 
 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
٥. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
٦. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
٧. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi a postrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
٨. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
 
 
xii 
 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
٩. Lafz al-Jalalah(الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
١٠. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Andi Muhammad Ridha Rahmatullah 
Nim   : 10100115039 
Jurusan  : Hukum Keluarga Islam 
Judul                  : Implementasi Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990      
tentang surat izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di Pengadilan Agama Maros kelas 1B     
 
Penulisan Skripsi ini menitik beratkan penelitian tentang kepatuhan suatu 
istansi dalam menerapkan peratura pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang 
surat izin perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Maros terkhusus pada 
wilayah yang membahas masalah penyelengaraan publik di pengadilan agama 
Maros. 
Dari latar belakang masalah yang terjadi,penulis mencoba mengkaji dan 
meneliti lebih lanjut yang bertujuan,melihat sejauh mana implementasi/penerapan 
terhadap Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang surat izin perceraian 
bagi PNS di Pengadilan Agama Maros. 
Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu 
penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek 
yang diteliti, dengan menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau 
ungkapan atau tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Pendekatan 
yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis,. sumber pokok data dalam skripsi 
ini adalah observasi terhadap Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang 
Surat Izin perceraian bagi PNS Maros dan wawancara dengan wakil 
Panitera,hakim,Panitera muda Hukum  dan kasubag umum dan keuangan. 
Dari hasil penelitian dengan metode dan pendekatan penelitian yang 
digunakan peneliti,peneliti berhasil menemukan bahwasanya pada Pengadilan 
Agama Maros kelas IB sudah terlaksana amanah peraturan Pemerintah nomor 45 
tahun 1990 tentang surat izin perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Maros 
kelas IB dalam hal penyelengaraan pelayanan. 
Implikasi penelitian dari skripsi ini adalah dapat menjadi bahan referensi 
dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada pembaca, lebih-lebih 
kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang 
semakin maju tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia, walaupun pada umumnya di lahirkan seorang diri, namun dia 
mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri itu dinamakan 
gregarious. Di dalam hubungan manusia dengan manusia lain yang penting 
adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi inilah 
yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama di 
sebabkan karena keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada 
di sekelilingnya (yaitu masyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan 
suasana alam sekelilingnya, kesemua itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial 
atau social groups di dalam kehiduan manusia.١ 
Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi makhluk manusia, 
artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan 
hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara atomistis dan 
soliter. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk 
bermasyarakat. Di samping itu, tidak ada catatan sejarah sejak kapan manusia 
mulai dapat berbicara yang dapat dipahami oleh sesamanya. Teori evolusi darwin 
sekalipun tidak dapat menerangkan sejak fase evolusi yang manakah manusia 
mulai dapat mengembangkan bentul komunikasi lewat simbol-simbol arbitrer 
yang di sebut bahasa. Hal ini berarti antara manusia dan mamalia yang lain 
                                                          
١Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 83.  
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memang tidak pernah satu moyang. Masing-masing memang di ciptakan secara 
spontan oleh sang pencipta. Kemampuan manusia untuk berbicara ini telah 
menjadi alat perekat bagi kehidupan bermasyarakat. Dangan kemampuan 
berbicara bisa dibangun komunikasi antara sesama manusia dalam lingkungannya. 
Melalui komunikasi semacam inilah manusia dapat mengekspresikan perasaanya 
kepada sesamanya dan hal ini juga makin mempererat pola hidup bersama. Oleh 
karena itu, kebutuhan manusia bukan sekedar kebutuhan fisik semata-mata, 
melainkan juga kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Kebutuhan akan 
pengakuan terhadap keberadaanya disebut sebagai aspek eksistensal. Dengan 
demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek 
fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai 
makhluk yang secararagawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial 
berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. 
Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya 
dengan membuat senjata, dan prokreasi, yaitu kawin-mawin. Akan tetapi untuk 
mempertahankan eksistensinya, manusia bukan hanya membutuhkan sarana-
sarana fisik semacam itu. Jika untuk melangsungkan keturunan, manusia 
membutuhkan cinta kasih. Mengasihi adalah bereksistensi dalam suatu kerangka 
yang lain daripada sekedar bertahan hidup secara fisik.٢ 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 
                                                          
٢Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 
42. 
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yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keercayaannya.٣ 
Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan menurut agama islam, 
ialah dengan melakukan ijab Kabul antara bapak/wali mempelai wanita dan 
mempelai pria dengan di saksikan oleh dua orang saksi, di dalam suatu majelis.٤ 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan 
mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal didalam suatu 
rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. 
Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, artinya dalam suatu 
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga 
sebaliknya. Kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang pria tersebut, 
untuk beristri lebih dari seorang, itupun bila di kehendaki oleh pihak-pihak terkait, 
dan perceraian merupakan jalan terakhir yang berfung  si sebagai pintu darurat 
apabila suatu perkawinan tidak bisa lagi di pertahankan.٥ Putusnya perkawinan 
dalam ketentuan Pasal 38 undang-undang perkawinan terjadi karena 
kematian,perceraian, dan atas putusan pengadilan. 
Perceraian dalam arti luas dapat di artikan dengan memutuskan hubungan 
suami istri dengan bersebab, yang di maksud bersebab di sini ialah, perceraian 
yang terjadi di karenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga 
                                                          
٣Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal 
Press, 2016), h. 34.  
٤Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang (Makassar: Pelita 
Pustaka, 2009), h. 163. 
٥Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 13.  
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tersebut yang memang tidak dapat di pertahankan lagi perkawinannya.٦ Kemudian 
dalam pandangan saya, perceraian adalah sesuatu yang paling di benci oleh 
agama, akan tetapi di sunnahkan untuk di langgar. 
Dengan demikian, gambaran mengenai perceraian dapat di definisikan 
adalah terputusnya ikatan keluarga yang di sebabkan karena salah satu atau dua 
pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah 
kedua pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban perannya dalam rumah 
tangga termasuk dalam kekacauan dalam rumah tangga.٧ 
Misalnya,suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. 
Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam 
waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga 
istri menuntu cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak 
dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian adalah jalan 
terakhir yang berfungsi sebagai pintu darurat apabila sudah tidak ada jalan lagi. 
Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan,baik 
itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang 
menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun 
dalam agama islam, perceraian telah dianggap sah apabila di ucapkan seketika itu 
oleh si suami, namun harus tetap di lakukan di depan pengadilan. Tujuannya 
                                                          
٦Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 86. 
٧Anik Farida dkk, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai 
Komunitas Adat (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), h. 17. 
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untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum 
atas perceraian tersebut.٨ 
Akibat putusnya perkawinan oleh hukum adat perceraian pada umumnya 
diakui oleh sebab: 
a. Istri berzinah. Akibat perceraian ini adalah tentu kerugian bagi perempuan. 
Jika ia kedapatan sedang melakukan zinah itu (op heeterdaad betrapt) dan 
perempuan di bunuh maka suami tidak usah membayar uang bangun (Zo-
engeld): apabila tidak dibunuh ia dan keluarga harus membayar tindak pidana 
(“deliktsbetaling”) kadang-kadang sebesar jujur (“bruidschat”), jujur harus di 
kembalikan, kehilangan dari harta gono-gini. Istri di keluarkan dalam keadaan 
kawin dan tidak boleh membawa apapun. 
b. Jika salah satu (istri atau suami) bersalah, misaslnya suami meninggalkan istri 
cukup lama atau kelakuan istri tidak sopan.٩  
Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian di bagi kedalam dua jenis, 
pertama, gugatan perceraian yang di ajukan oleh pihak suami (disebut cerai talak). 
Kedua, gugatan perceraian yang di ajukan oleh pihak istri ( disebut gugat cerai). 
Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus di perhatikan 
adalah, pengadilan mana yang berwenang untuk  menerima gugatan tersebut, 
untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang di ajukan, berdasarkan 
kompetensi absolute (peradilan umum atau peradilan agama).١٠ 
                                                          
٨Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, h. 17.  
٩Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang, h. 179-180. 
١٠ Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, h. 17.-18. 
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Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka 
ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering 
disebut “furqah”, yang artinya “bercerai”, yaitu lawan dari “berkumpul”. 
Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang 
berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti 
yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian,baik yang dijatuhkan oleh 
suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan 
sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak 
jugamempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang di jatuhkan oleh pihak 
suami”. Cerai gugat (khulu) dalam islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya 
talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada 
suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri kepada suami. 
Cerai gugat terjadi karena adanya kemamuan dari pihak istri, dengan alasan 
perkawinannya yang tidak dapat di pertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika 
ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karea ia benci kepada 
suaminya.١١ 
Dalil aturan perceraian hukum islam, suami dapat membubarkan 
perkawinan dengan memberikan talaaq kepada istrinya. Sesudah talaaq satu, 
mulai waktu iddah (100 hari), atau jika istri dalam keadaan hamil, sampai 40 hari 
sesudah bersalin. Selama waktu iddah, istri tidak diperbolehkan kawin lagi. 
Sedang suami dilarang mempunyai lebih dari 4 istri (termasuk istri yang 
mendapat talaaq). Istri berhak mendapat nafkah, suami dapat mengambil kembali 
                                                          
١١Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika), h 16-17. 
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talaaqnya dan mengambil istrinya (rujuq). Talaaq kedua membawa akibat 
membawa akibat seperti halnya talaaq kesatu,akan tetapi talaaq ketiga tidak lagi 
member kesempatan untuk rujuq.١٢ Meski demikian, talaq atau cerai merupakan 
rahmat dari Allah.artinya, dengan  rahmatnya, Allah swt menghalalkan terjadinya 
sebuah perceraian bagi hamba-nya, yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, dan 
bahkan cerai itu bisa menjadi sebuah tuntutan atau bahkan kewajiban.  
Perceraian bisa terjadi karena apapun, dan akibat ulah siapapun. Pasal 19, 
peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa perceraian dapat 
terjadi karena alasan, (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) salah satu 
pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut,tanpa mendapat ijin dari pihak lain, (c) salah satu pihak mendapat hukuman 
penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) 
salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat 
membahayakan pihak lain, (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau 
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami/istri, (f) antara suami dan istri terus –menerus terjadi di perselisihan dan 
pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga.١٣ 
Sejauh ini telah banyak penelitian yang membahas kasus tentang  
perceraian baik secara umum dan dampak yang ditimbulkan serta persepsi 
                                                          
١٢Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang, h. 180. 
١٣Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, h. 21-24. 
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masyarakat mengenai perceraian itu sendiri, akan tetapi perlu diketahui bahwa 
hukum yang mengatur perceraian di sesuaikan dengan status seseorang di 
masyarakat, contohnya hukum yang mengatur perceraian bagi Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). Dalam hal ini seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memerlukan 
pertimbangan yang cukup sebelum mengambil keputusan, karena bagi seorang 
Pegawai Negeri Sipil ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai 
perkawinan dan perceraian seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 
tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu peneliti 
tertarik mengangkat judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1990 Tentang Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di 
Pengadilam Agama Maros Kelas 1B” agar dapat diketahui pertimbangan-
pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil 
sebelum mengajukan gugatan cerai serta kewajiban hukum terhadap istri dan anak 
setelah proses perceraian. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
١. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian yaitu tentang 
“Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahung 1990 tentang izin 
perceraian pegawai negri sipil di Pengadilan Agama Maros kelas 1B . 
٢. Deskripsi Fokus 
a. Peraturan Pemerintah di singkat (PP) adalah peraturan perundang-  undangan 
yang ada dan berlaku di Indonesia yang di tetapkan oleh presiden untuk 
menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. 
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b. Perceraian merupakan terputusnya sebuah keluarga karena salah satu atau 
kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka 
berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. 
c. Pegawai Negeri Sipil atau biasa di singkat PNS adalah pegawai yang sudah 
atau telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau di beri 
tanggung jawab atau amanah dari negara, dan di gaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat di 
simpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
١. Bagaimana prosedur perceraian berdasarkan ketentuan dalam peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? 
٢. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil? 
٣. Bagaimana dampak yang terjadi setelah terjadinya perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil? 
 
D. Kajian Pustaka 
Untuk lebih validnya sebuah karya tulis ilmiah, maka penulis perlu 
rujukan atau sumber tulisan yang menopang dalam penulisan skripsi ini. Maka 
perlu dijelaskan beberapa rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya 
dengan skripsi ini. 
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Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah 
buku. Maupun jurnl-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti  
yaitu : 
Pertama,  sebuah buku yang ditulis oleh Budi Susilo, S.H., yang berjudul 
“Prosedur Gugatan Cerai”, 2007. Buku ini menjelaskan tentang  mulai dari alasan, 
syarat, dan proses pelaksanaan perceraian yang ada di pengadilan, hingga arahan  
proses beracara di pengadilan. 
Kedua, buku yang ditulis oleh Siska Lis Sulistiani,M.Ag.,M.E.Sy. yang 
berjudul “Hukum Perdata Islam”, 2018.  Buku ini menjelaskan tentang Hukum 
Perdata Islam mulai dari ruang lingkup hukum perdata islam di indonesia, 
perkawinan dan perceraian (hukum keluarga), dan Hukum bisnis islam di 
indonesia. 
Ketiga, buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syaifuddin, 
S.H.,M.Hum.,Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum., dan Annalisa Yahanan,S.H.,M.Hum.  
dengan judul “Hukum Perceraian” cetakan ke 2 , 2014. Buku ini  menjelaskan 
tentang perceraian secara umum, mulai dari masyarakat yang non PNS, di mana di 
jelaskan tata cara atau pelaksanaan perceraian di pengadilan dan perceraian bagi 
PNS, dan juga di jelaskan prosedur dan pelaksanaan tata cara melakukan 
perceraian bagi PNS di Indonesia. 
 
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
١. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan 
dicapai yaitu: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perceraian berdasarkan ketentuan 
dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 
b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat Implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Maros. 
٢. Kegunaan Penelitian 
a. Bagi Universitas Islam Negeri  Alauddin Makassar 
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
untuk keperluan ilmu pendidikan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum 
terutama dalam hukum perdata khususnya berkaitan dengan tata cara dan proses 
perceraian sehingga dapat memperluas wawasan bagi mahasiswa Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar dan dapat memberikan lebih banyak lagi dari 
apa saja yang diharapkan. 
b. Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 
bagi para Pegawai Negeri Sipil mengenai tata cara dan dampak yang ditimbulkan 
akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
c. Bagi Peneliti 
Dapat menambah wawasan peneliti tentang ilmu hukum perdata terutama 
dalam hal perceraian. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Implementasi Kebijakan 
١. Pengertian Implementasi 
Implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi 
sesudah suatu program di nyatakan berlaku atau di rumuskan.١ Sebelum pelaksanaan 
implementasi hukum di indonesia, diperlukan pengamatan lingkungan sebagai langkah 
pertama agar proses implementasi hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana yang di 
harapkan tenpa menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan.٢ 
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementrian Dalam Negeri membentuk tim 
konsultan untuk melakukan kajian tentang problem yang dihadapi oleh daerah dalam 
mengelola aparatur dan merumuskan rekomendasi tentang reformasi yang di perlukan 
agar daerah mampu mengelola aparaturnya untuk mendukung pelaksanaan urusan 
pemerintah daerah yang efisien,efektif,dan akuntabel.٣ 
Setelah melalui tahapan perumusan strategi islamisasi hukuum nasional, maka 
tahapan selanjutnya adalah tahapan implemeentasi strategi islamisasi hukum nasional. 
Tahapan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu; (1) program, (2) anggaran, dan (3) 
prosedur.٤ 
 
 
 
                                                          
١Erwin Zubair Gobel dan Yosef P. Koton, Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif 
Implementasi Kebijakan Publik (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 31. 
٢Nugraha Pranadita, Pemodelan Implementasi Hukum (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 
45. 
٣Agus Dwiyanto, Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil 
Negara (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 117.  
٤Nugraha Pranadita, Pemodelan Implementasi Hukum, h. 83. 
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٢. Pengertian Kebijakan 
Kebijakan (policy) adalah suatu cara bertindak yang dilakukan secara sistematis 
untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan (policy) merupakan suatu panduan dalam 
bertindak untuk mengatasi permasalahan atau mencapai sasaran tertentu.٥  
Kebijakan publik menurut Winarno (2005:17) adalah kebijakan yang 
dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang 
dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Pengertian ini 
menunjukkan hal-hal berikut: 
a. Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah, 
b. Aktor-aktor diluar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya, 
c. Faktor-faktor yang berpengaruh harus di kaji sebelumnya. 
Tiga hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan karena dengan berkembangnya 
informasi yang sangat cepat akibat proses globalisasi menjadikan masyarakat semakin 
kritis. Kekritisan itu akan membawa pada titik persoalan ketika sektor di luar negara tidak 
di libatkan sejak awal, menjadikan kebijakan mengalami kontra produktif. Artinya, 
kebijakan tidak memiliki pengaruh apapun di semua sektor. Pengertian yang berbeda 
dapat dilihat dari Dye (1981:2) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever 
goverment choose to do or not to do”. Maksudnya adalah pilihan tindakan apa pun yang 
dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Titik tekan pendapat ini adalah 
kebijakan tidak hanya rumusan kebijakan di atas kertas saja, tetapi pilihan tindakan yang 
akan di ambil oleh pemerintah, baik dilakukan maupun tidak dilakukan tanpa dipengaruhi 
oleh pihak non-pemerintah. ٦ 
 
                                                          
٥Dodik Ridho Nurrochmat dkk, Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan 
Teori dan Implementasi (Cet. Ke-2; Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017), h. 1. 
٦Muhammad Munadi dan Barnawi, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan (Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2011), h. 17-18. 
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٣. Pengertian Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-
masalah yang kadang tidak di jumpai di konsep, muncul di lapangan.٧ 
Istilah peraturan kebijakan atau dalam praktik sering disebut peraturan 
kebijaksanaan bukan sesuatu yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
indonesia. Di zaman penjajahan belanda pun banyak  orang yang sudah mengenalnya, 
yaitu apa yang disebut oleh logemann administratieve regeling. Demikian halnya di 
negara yang telah maju, kata-kata peraturan kebijaksanaan atau kebijakan digunakan 
sebagai terjemahan kata belanda, beleidsregel yang dipergunakan oleh Van Kreveld dan 
spiegelrecht dipergunakan oleh mannaoury. Dalam kepustakaan Belanda, ada berbagai 
nama lain untuk peraturan kebijaksanaan, yaitu pada tahun 1965 Van Der Hoeven, 
menyebutnya pseudo-wetgeving, pseudo wettelijk regels tetapi di sana orang juga 
menyebutmya dengan berbagai nama, seperti voorschriften, richt-lijnen, regelingen, 
circulaires, beleidsnota’s, reglementen, bekendmakingen. Di jerman orang menyebutnya 
verwaltungsverordenungen rules, atau policy rules. Di indonesia, kata-kata tersebut 
diterjemahkan dalamberbagai macam istilah yang dapat di temukan dalam kepustakaan, 
yaitu beleidsregel diartikan peraturan kebijakan, ada juga yang mengartikan peraturan 
kebijaksanaan, demikian pula pseudowetgeving di artikan sebagai “perundang-undangan 
semu”. A.Hamid S.Attamini, menggunakan istilah lain yaitu “Hukum Tata Pengaturan”. 
Bagir Manan, menyebutnya “ketentuan kebijakan”. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa peraturan kebijaksanaan bukan saja di indonesia telah lama ada dan dikenal, tetapi 
juga di setiap negara membentuk serta menggunakannya dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Dari berbagai macam istilah yang disebutkan di atas, dalam praktik istilah 
“kebijakan” identik dengan istilah “kebijaksanaan” yang lazim dipergunakan sehari-hari, 
                                                          
٧Rian Nugroho Dwidjowijoto, Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang 
(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 119. 
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namun secara akademik perlu dibedakan antara istilah “kebijakan” dan “kebijaksanaan” 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Istilah “kebijakan” bermakna 
perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebajikan bagi setiap pribadi pejabat, 
sedangkan “kebijaksanaan” dalam pengertian hukum mempunyai makna sebagai tindakan 
yang mengarah pada tujuan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan pejabat atau orgn 
pemerintahan. Dengan perkataan lain, istilah kebijaksanaan itu muncul sebagai akibat 
dari adanya kewenangan bebas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 
dalam buku ini lebih tepat menggunkan istilah “kebijaksanaan”. Dengan pertimbangan, 
bahwa istilah kebijksanaan lebih populer dan dikenal dalam kehidupan sehari-hari.٨  
Dalam menyederhanakan kompleksitas realitas, seringkali seorang analis 
menggunakan alat bantu. Kerangka analisis merupakan  alat bantu bagi seorang analis 
kebijakan. Alat bantu ini bisa bermacam-macam. Teori bisa di pahami sebagai suatu alat 
bantu untuk memahami realitas. Namun, tidak berarti bahwa postulat-postulat yang tidak 
mencapai status sebagai teori tidak bisa digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan 
analisis. Postulat-postulat tersebut biasanya di kenal dangan nama model dan framework.٩ 
 
B. Peraturan Perundang-Undangan 
Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing staat (bahasa belanda dan 
jerman); state (bahasa inggris); etat (bahasa prancis). Istilah staat mempunyai sejarah 
sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di eropa barat. Anggapan 
umum yang di terima bahwa kata staat (state,etat) itu dialihkan dari kata bahasa latin 
status atau statum. Secara etimologis kata status itu dalam bahasa latin klasik adalah suatu 
istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang 
memiliki sifat-sifat yang tegak  dan tetap itu. Jika praktik mengalihkan kata state itu dari 
                                                          
٨ H.Abdul Latief,Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan 
Daerah,(Yogyakarta:UII Press Jogjakarta,2005),h.1-2 
٩Purwo Santoso, Analisis Kebijakan Publik, (t.d), h. 48. 
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kata status, maka doktrin mengenalnya untuk pertama kali dari tulisan Niccolo 
Machiavelli yang lazim dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. Dalam bukunya 
yang termasyhur The Prince, Machiavelli memulai kalimat-kalimat pertamanya dengan: 
“semua negara (stati) dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang 
sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan. Machiavelli-lah yang 
pertama-tama memperkenalkan istilah lo stato dalam kepustakaan ilmu politik. Kata 
“Negara” mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang 
merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazilia 
merupakan negara. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis 
itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu 
politik, istilah “negara” adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan 
untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-
gejala kekuasaan dalam masyarakat.١٠ 
Setiap pembahasan tujuan dan fungsi negara sesungguhnya sudah secara implisit 
mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua golongan, pertama, golongan yang 
menetapkan tujuan dan yang melaksanakan fungsi negara itu dan kedua, golongan untuk 
siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Dengan pembahasan ini, negara sudah secara tegas 
di pandang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan tersendiri. Negara sebagai alat lazim 
dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah bahtera yang mengangkut para 
penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan. Arti negara 
sebagai bahtera  sudah terkandung dalam kata “pemerintah”. Pemerintah adalah 
terjemahan dari kata Government (bahasa Inggris), Gouvernement (bahasa Prancis). 
Kata-kata asing itu semuanya berasal dari kata kubernan (bahasa Yunani), yang berarti 
mengemudikan kapal (to steer a ship). Jadi,negara dan pemerintah dapat dipersamakan 
                                                          
١٠ Ni’matul Huda, Ilmu Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1-2. 
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dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya (pemerintah) yang 
mengantarkan semua penumpangnya (rakyat) menuju ke pelabuhan yang sejahtera. 
Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial negara tidak diperuntukkan memenuhi 
kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-
keperluan dari seluruh rakyat negara itu. Menurut Plato dalam bukunya Republic, menulis 
bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia 
yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing 
manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 
banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuk 
negara. Demikian pula pendapat Aristoteles, bahwa negara dibentuk dan di pertahankan 
karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga 
negaranya. Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungknkan rakyatnya 
berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold 
J.Laski tujuan negara ialah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai 
terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Tujuan negara menurut Shang Yang 
ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan 
perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan 
atau kebalikan satu terhadap yang lainnya. Shang Yang mengatakan kalau orang ingin 
membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan 
miskin, dan sebaliknya jika orang hendak membuat rakyatnya kuat dan makmur, maka ia 
harus menjadikan negaranya lemah.١١ 
Di setiap negara demokrasi yang berdasar atas hukum, kekuasaan kehakiman 
memegang peran penting. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, 
                                                          
١١ Dr.Ni’matul Huda,S.H.,M.Hum., Ilmu Negara, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), h.53-55 
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yang merupakan perkembangan terkini dari gagasan negara hukum, terdapat tiga subtansi 
pokok yang menjadi penopang gagasan ini yang ketiganya saling berkait. Pertama, 
gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) di batasi oleh hukum. Dalam subtansi ini 
terkandung pengertian bahwa aparat negara bekerja dalam suatu framework yang batas-
batasnya ditentuka oleh hukum. Kedua, subtansi yang memuat gagasan legalitas formil. 
Gagasan ini menekankan keharusan adanya suatu tata tertib (order) yang aturannya dibuat 
dn dipertahankan oleh negara. Ketiga, subtansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah 
yang berkuasa, bukan manusia. Dalam gagasan ini terkandung pengertian bahwa dalam 
negara hukum itu hukum melindungi setiap individu dari perilakutak terduga atau tak 
berdasar individu-individu lainnya, baik individu itu dalam kapasitas sebagai aparat 
negara maupun sebagai sesama warga negara. Oleh karena itu, munculnya gagasan 
negara hukum dan pemisahan kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman atau peradilan 
selau di tekankan harus merdeka. Inilah dasar penalaran akan pentingnya kekuasaan 
kehakiman atau kekuasaan peradilan yang merdeka dalam negara hukum. Konsep negara 
hukum di bangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang 
fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur 
kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan 
membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam 
kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum perlu 
dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcement) sebagaimana mestinya, 
dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk 
menjamin tegaknya konstitusi sebagai “the guardian of the constitution”.١٢ 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat) dan tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Dengan konsep negara hukum tersebut, 
                                                          
١٢ Dr.Ahmad Fadlil Sumadi,S.H.,M.Hum.,dkk,Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
perkembangan dalam praktik,(Depok:PT Raja Grafindo Persada,2019),h. 1-2 
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maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali. 
Pernyataan tersebut di atas mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan 
masyarakat berbangsa dan bernegara hukum mendapat tempat yang paling tinggi dan 
terhormat. Dengan demikian ada kewajiban bagi siapapun yang berada di wilayah negara 
kesatuan republik indonesia ini untuk mematuhi hukum dalam rangka untuk tercapainya 
fungsi kontrol sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman 
masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, 
maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, komperhensif dan berkesinambungan 
serta hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Konstitusi telah mengatur bahwa 
setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerinthan itu tanpa kecualinya. Di samping itu setiap 
warga negara juga berhak mendapat perlindungan hukum dari negara, karena mereka 
adalah makhluk tuhan yang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi dan di hormati.١٣ 
Dalam berbagai aspek kehidupan, kita kerap di hadapkan dengan terminologi-
terminologi yang berkaitan dengan sistem. Kita mengenal sistem ketatanegaraan, sistem 
pemerintahan, sistem politik, bahkan pula sistem dalam spektrum yang lebih aplikatif 
seperti halnya sistem informasi, sistem mekatronika dan lain sebagainya. Istilah tersebut 
mengacu  pada bagaimana suatu sub-sub sistem, yang saling mengaitkan satu sama lain 
untuk kemudian membentuk suatu sistem tunggal yang terdiri dari subsistem berkaitan 
satu sama lain. Sistem merupakan koordinasi, kerja sama, serta kesinambungan antara 
satu subsistem dengan subsistem lain. Kata sistem berasal dari bahasa  Yunani yang 
berarti “hubungan yang saling tergantung antara bagian yang satu dengan yang lainnya 
membentuk satu kesatuan, baik berasal dari alam ataupun yang diproduksi oleh manusia  
(Brockhaus, 1973). Sistem juga bisa berarti tatanan, metode, kebiasaan ataupun prinsip. 
                                                          
١٣Yul Ernis dkk, Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum 
Masyarakat (Cet.Ke-1; Jakarta Selatan: Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017), h. 1-2. 
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Untuk mencapai tujuan sistem, sistem-sistem tersebut secara bersama-sama saling 
berhubungan. Sistem beroperasi dalam sebuah lingkungan yang komplekss, dan 
melanjutkan penjelasan pada alinea sebelumnya, masing-masing sistem memiliki 
karakteristik dan elemen-elemen yang spesifik sesuai dengan jenis sistemnya. Sistem 
politik dan pemerintahan merupakan sistem yang beroperasi untuk mencapai tujuan yang 
bersifat politk dan pemerintahan, sistem ekonomi merupakan sistem yang beroperasi 
untuk mencapai tujuan yang sifatnya ekonomi, demikian pula sistem informasi 
merupakan sistem yang bertujuan untuk mencapai tujuan efektifitas penyampain 
informasi.١٤ 
Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif, khususnya 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan merumuskan bahwa: peraturan perundang-undangan adalah 
peraturan tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan 
mengikat secara umum. Kata “Perundang-Undangan” merupakan terjemahan 
“wetgeving”, “Gesetzgebug”, dan mengandung dua arti. Pertama, berarti proses 
pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang 
(wet,gesetz,statute) sampai yang terendah, yang di hasilkan secara atribusi atau delegasi 
dari kekuasaaan perundang-undangan (wetgevende macht, gesetzgebende gewalt, 
legislative power). Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan negara 
tersebut. Para ahli berbeda pendapat dalam pemahaman tentang undang-undang 
(wetsbegrip,Gesetzesbegriff) yang di bentuk berdasar fungsi legislatif sebagai salah satu 
fungsi kenegaraan yang selalu ada pada tiap negara. Namun demikian, para penyusun 
Undang-Undang Dasar 1945 telah menemukan pemahamannya sendiri tentang 
                                                          
١٤Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia 
(Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1. 
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undang-undang serta telah merumuskan dan menetapkannya dalamUndang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.١٥  
Pemerintah secara etimologis berasal dari kata Yunani “kubernan” atau nahkoda 
kapal. Artinya, menatap ke depan (surbakti,2002;167). Sedangkan pendapat lain 
mengatakan pemerintah dari kata ‘perintah’. Kata perintah memiliki empat unsur yakni 
pertama, ada dua pihak yang saling terikat. Kedua, kedua belah pihak saling memiliki 
hubungan kontraktual. Ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Keempat, 
pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Martini dan Juwono,2015;17). Dari istilah 
tersebut bisa disimpulkan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang di pimpin oleh 
seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan ke depan. 
Pemerintah selalu di orientasikan pada kemajuan sebuah negara bangsa. Sebagaimana di 
katakan Amien Rais dkk yang mendefinisikan pemerintahan adalah sekelompok orang 
bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan (rais 
dkk,1985;189).١٦ 
١. Pengertian Undang-Undang 
Undang-undang di sini identik dengan hukum tertulis (ius scripta) sebagai 
“lawan” dari hukum tak tertulis (ius nonscripta). Pengertian hukum tertulis sama sekali 
tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis atau alat cetak; dengan 
lain perkataan, istilah “tertulis” tidak dapat kita artikan secara harfiah. Istilah “tertulis” di 
sini dimaksudkan sebagai dirumuskan secara tertulis oleh lembaga pembentuk hukum 
khusus (speciale rechtsvormende or ganen). Undang-undang dapat dibedakan atas: 
a. Undang-undang dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari 
bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Jadi undang-undang dalam arti 
                                                          
١٥ H.Abdul Latief,Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan 
Daerah, (Yogyakarta:UII Press Jogjakarta,2005), h.38-39. 
١٦Fathur Rahman, Teori Pemerintahan (Malang: UB Press, 2018), h. 2. 
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formal tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “undang-
undang”, karena cara pembentukannya. 
b. Undng-undang dalam arti materil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang 
dilihat dari  isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.  
Demikian Sudikno Mertokusumo dari uraian beliau di atas tentang perbedaan 
antara undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti materil, penulis 
sendiri dapat menyimpulkan bahwa: 
a. Undang-undang dalam arti formal tidak lain setiap peraturan (tertulis) yang 
merupakan “undang-undang” karena cara terjadinya (wijze van totstandkoming); 
b. Undang-undang dalam arti materil adalah penetapan kaidah hukum secara tegas 
yang menyebabkan hukum itu menurut sifatnya menjadi mengikat seluruh 
warganegara. 
Di indonesia , yang di maksud denngan undang-undang dalam arti formal hanya 
undang-undang yang terbentuk oleh inisiatif presiden dengan persetujuan DPR sesuai 
ketentuan pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Yang pertama kali menggunakan pembedaan antara 
undang-undang dalam arti materil adalah Paul Laband, ada dua unsur yang harus ada agar 
suatu kaidah hukum menjadi undang-undang dalam arti materil yaitu: 
a. Adanya “Anordnung”, yaitu penetapan kaidah dengan tegas sehingga menjadi 
hukum yang mengikat. 
b. Adanya “Rechtssattz”, yaitu peraturan (kaidah) hukum itu.١٧ 
Perceraian menurut pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusnya 
perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU 
No.1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
                                                          
١٧Achmad Ali dkk, Teori Hukum (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), h. 
41-42. 
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bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. jadi, perceraian adalah 
putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya 
hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 UU No. 1 
Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 
didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan 
kedua belah pihak.١٨ 
Dalam praktik dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau 
yang biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sama-sama merupakan 
bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan putusan hukum, yaitu 
keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), keputusan normatif 
yang berisi dan bersifat penetapan administratif (beschikking), dan keputusan normatif 
yang berisi dan bersifat penghakiman yang biasa disebut vonis. Menurut Jimly 
Asshiddiiqie, ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas sama-sama dapat di uji 
kebenarannya melalui mekanisme peradilan ataupun mekanisme non justisial. Jika 
pengujian tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan maka proses pengujiannya itu 
disebut sebagai judicial review atau pengujian oleh lembaga pengadilan. Akan tetapi, jika 
pengujian tersebut dilakukan bukan oleh lembaga peradilan maka hal tersebut tidak dapat 
disebut sebagai judicial review.١٩ 
٢. Pengertian Peraturan Pemerintah 
Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan 
oleh presiden yang menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan 
pemerintah memuat aturan umum dalam rangka melaksanakan undang-undang sehingga 
peraturan pemerintah ini memuat aturan yanng ada hubungannya dengan undang-undang 
                                                          
١٨ Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 
19. 
١٩ Dr.Ahmad Fadlil Sumadi,S.H.,M.Hum.,dkk,Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
perkembangan dalam praktik,(Depok:PT Raja Grafindo Persada,2019),h.67-68 
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yang dilaksanakan. Peraturan pemerintah berkedudukan setingkat di bawah undang-
undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dengan demikian, secara materil 
peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang 
dilaksanakannya dan peraturan perundangan yang mempunyai tingkat lebih tinggi 
lainnya. Sebaliknya, karena peraturan pemerintah ini masih memuat aturan yang bersifat 
umum, masih diperlukan peraturan pelaksanaan lain yang lebih rendah tingkatannya. 
Misalnya peraturan presiden dan peraturan daerah.٢٠ 
Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, 
kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus 
dilaksanakan. Didalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas 
dari kata “perintah”. 
a. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang di 
perintahkan; 
b. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah; 
c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah; 
d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah; 
“pemerintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa inggris dipergunakan kata 
“goverment” kata yang berasal dari suku kata  “to govern”. Tetapi “perintah” disalin 
dengan “to order” atau “to command” dengan lain kata “to command” tidak diturunkan 
dari “to govern”. Dari keempat ciri khas dari kata perintah di atas mempunyai 
makna/pengertian yaitu: “keharusan” berarti di tuangkan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang di 
berikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan 
hukum dari perintah itu. Sedangkan di beberapa negara, antara pemerintah dan 
                                                          
٢٠Amin Suprihatini, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 
(Klaten: Cempaka putih, 2018), h. 16-17. 
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pemerintahan tidak di bedakan. Misalnya di inggris, Inggris familiar dengan sebutan 
“goverment”, kemudian Prancis menyebutnya sebagai “gouvernment”. Kedua kata 
tersebut di sadur dari bahasa latin, yakni “gubernacalum” atau biasa kita sebut sebagai 
gubernur. Dalam bahasa arab sendiri di sebut dengan “administration”.٢١ 
Sistem pemerintahan dalam arti sempit ada beberapa macam sistem. Ada yang 
menyebutnya dengan sistem presidensial, sistem campuran, sistem majelis, dan sistem 
mandataris.٢٢ 
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 
dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang 
mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah 
bercerai sebagai solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat. Pasal 19, 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menggariskan bahwa, perceraian dapat 
terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain 
sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain.serta tanpa alasan yang sah, karena 
hal lain diluar kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat 
setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat 
membahayakan pihak lain; 
                                                          
٢١Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia 
(Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 3-4. 
٢٢Nurul Qamar, Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan (Makassar: Pustaka Refleksi, 
2012), h. 126. 
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.٢٣ 
Pertimbangan institusional (kelembagaan) pemberlakuan PP No.10 Tahun 1983 
jo. PP No.45 Tahun 1990 adalah usaha meningkatkan “disiplin” Pegawai Negeri Sipil 
dalam melakukan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinan dalam 
melaksanakan kewajiban institusional (kelembagaan).٢٤ 
Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, karena pengadilan merupakan 
forum hukum yang dapat memberi keputusan bagi para pihak terkait. Hukum Acara tiap 
jenis peradilan mempunyai kekhususan, hal ini berlaku juga dalam penyelesaian 
permasalahan perceraian. Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam perkara 
perceraian, secara garis besar mempergunakan/mengikuti Hukum Acara Perdata. Namun 
terdapat kekhususan yang berlaku dalam Hukum Acara di pengadilan agama, meliputi 
kewenangan relatif pengadilan agama, sifat persidangan, pemanggilan, 
pemeriksaan,pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.٢٥ 
Pertimbangan hukum (peraturan perundang-undangan) pemebrlakuan PP No.10 
Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 adalah penjabaran hukum dari UU No.1 Tahun 
1974 dan sinkronisasi hukum terhadap PP No.9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-
asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian 
pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang 
seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Selain itu, UU No.1 Tahun 1974 
yang dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975 memaknai perkawinan adalah ikatan lahir 
                                                          
٢٣Budi susilo, Prosedur Gugatan Cerai (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 21-24. 
٢٤Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 
448.   
٢٥Budi susilo, Prosedur Gugatan Cerai, h. 42-43. 
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dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,maka 
perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang 
sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri 
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga 
maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam 
keluarga dapat dirundingkan. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam PP 
No.10 Tahun 1983 tidak jelas pegawai negeri sipil tertentu yang seharusnya terkena 
ketentuan PP No.10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun 
tidak terhadap ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat 
mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PP No.10 
Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran 
sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan 
menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP No.10 Tahun 1983 tersebut 
dengan memberlakukan PP No.45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud, 
antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada 
perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat 
terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih terjamin keadilan bagi kedua belah 
pihak.٢٦ 
 
C. Perceraian 
١. Pengertian Izin 
                                                          
٢٦Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, h. 444.  
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Menurut Kamus Hukum “Rechtgeleerd Handwoordenboek” seperti yang di kutip 
oleh HR Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi, izin/vergunning di jelaskan 
sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan 
pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan 
pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang 
sama sekali tidak dikehendaki. Sjahran Basah  mengatakan, bahwa izin adalah perbuatan 
hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal 
konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan. E.Utrecht berpendapat, bahwa bila pembuat peraturan 
umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal 
saja diadakan secara yang di tentukan  untuk masing-masing hal konkret, keputusan 
Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. 
Sementara itu menurut Mr.N.M Spelt dan Prof. Mr.J.B.J.M ten berge sebagaimana 
dikutip oleh Y.Sri Pudyatmoko dalam bukunya perizinan problem dan upaya 
pembenahan, izin/vergunning merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang 
dari ketentuan larangan perundang-undangan. Dari pendapat Spelt dan Ten Berge 
tersebut, dalam izin dapat dipahami, bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu 
kecuali diizinkan, yang artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup, 
kecuali diizinkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, pemerintah mengingatkan 
perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. 
Sedangkan menurut Van Der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan 
dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. 
Bagir Manan menyebutkan, bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari 
penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan 
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tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Tak kalah penting juga 
pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa izin adalah suatu penetapan 
yang merupakan dispensasi. Pada suatu larangan oleh undang-undang. Izin juga dapat 
diartikan sebagai ketetapan yang ditujukan kepada suatu objek yang tidak dilarang dan 
hal yang tidak dizinkan adalah terbatas.٢٧ Sedangkan, perceraian sendiri dapat  
٢. Konsep dan Pengertian Perceraian 
Manusia sebagai pribadi itu dikatakan unik, karena hampir bisa dipastikan tidak 
ada manusia sebagai individu yang sama antara satu dengan lainnya. Manusia tidak 
diciptakan sama dalam hal kecendrungan dan kecakapan. Sekiranya manusia diciptakan 
seperti itu, maka setiap orang takkan saling membutuhkan sehingga saling bekerja sama 
akan sama sekali tidak berguna. Murthada Muttahari menyatakan bahwa, “Allah telah 
menciptakan manusia dengan berbagai ragam jiwa, fisik, intelektual, dan kecendrungan. 
Dia telah menganugrahkan sebagian orang kemampuan-kemampuan khas, dan telah 
menganugrahi sebagian mereka keunggulan dan kemampuan tertentu atas sebagian yang 
lain. Dengan jalan ini Allah SWT telah membuat semua manusia secara hakiki saling 
memerlukan dan cendrung berhubungan dengan sesamanya. Dapatlah dikatakan inilah 
yang menjadi dasar bagi manusia untuk dapat hidup bermasyarakat yang bukan 
didasarkan atas keterpaksaan melainkan sesuatu yang alami”. Jika demikian individu dan 
masyarakat adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.٢٨ 
Sudah merupakan sunnatullah, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup 
bersama dengan manusia lainnya serta bersama makhluk dan lingkungan sekitarnya untuk 
bermasyarakat dan menjaga hak dan kewajibannya atas diri dan sesama. Dalam hidup 
                                                          
٢٧Victorianus Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan, (Yogyakarta: 
Deepublish, 2015), h. 36-37. 
٢٨Azhari Akmal Tarigan, Islam Mazhab Hmi: Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjungan 
(NDP) (Jakarta: Kultura GP Press Group, 2007), h. 93. 
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bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang sifat dan jumlahnya tak 
terhingga.٢٩ 
Laki-laki akan merasa bergairah, kuat dan bersemangat apabila merasa 
perempuan sangat membutuhkannya, dan bila perasan tersebut semakin bertambah maka 
gairah dan ketertarikannya kepada perempuan tersebut akan semakin bertambah 
pula.Apabila laki-laki merasa perempuan tidak membutuhkan dirinya, maka gairahnya 
akan semakin mengecil,layu. Kemudian hubungan antara akan mati. Terkadang hal 
tersebut dapat terjadi dalam waktu lama dan kadang pendek, namun akibatnya sama. 
Sedangkan perempuan, akan merasa bergairah,kuat,bersemangat dan tertarik pada laki-
laki, ketika ia merasa laki-laki menghormati dan menghargai dirinya. Ketika perasaan 
tersebut semakin bertambah pada diri perempuan maka kegairahan dan ketertarikannya 
pada laki-laki akan bertambah pula. Apabila perempuan merasa laki-laki tidak 
menghormati dan tidak menghargainya, maka gairah tersebut akan mengecil, berkurang, 
layu-layu dan akhirnya ikatan keduanya akan mati. Akibatnya juga sama. Inilah tabiat 
dari kedua jenis manusia tersebut. Dengan mengetahui realitas yang sudah pasti ini, maka 
laki-laki dan perempuan akan bisa bertindak dan bersikap dengan cara yang dapat 
menarik perasaan sehingga dapat memperkuat ikatan antara keduanya, merasa dekat satu 
sama lain melebihi sebelumnya serta terjauh dari perasaan tidak suka, kesal dan tidak 
tenang.٣٠ 
Jika dikatakan di atas, bahwa sejak timbulnya kesadaran, manusia mengalami 
keterpisahan dari hubungan primernya dengan alam, maka manusia sebenarnya telah 
terlempar dalam kesendirian. Usaha mengatasi situasi kesendiriannya itu, dilakukan 
dengan mencari jalan “persatuan” (relatedness) baru, agar keterpisahan eksistensial yang 
                                                          
٢٩Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan 
Mahkamah Syar’iyyah di Indonesia (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 2. 
٣٠Thariq Kamal An-Nu’aimi, Psikologi Suami Istri (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 
124. 
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amat menakutkan itu, dapat teratasi. Usaha mencari jalan “persatuan” itu, bisa dilakukan 
dengan dua kemungkinan, yaitu: 
Pertama, penyatuan diri dengan dunia, seperti ketundukan dan penyesuaian diri 
pada pribadi tertentu, pada suatu lembaga, kelompok dan bahkan juga pada tuhan. 
Manusia yang mencari jalan “penyatuan’ dengan cara ini, berusaha menjadi bagian dari 
orang lain, sehingga keutuhan eksitensinya lenyap. 
Kedua, dengan cara “mendominasi”orang lain, sehingga sesamanya menjadi 
bagian dari dirinya. Kondisi inipun menyebabkan keutuhan pribadi dapat hilang. 
Cara “penyatuan” diatas dapat disebut “simbiosis’, yaitu usaha melakukan 
hubungan antara organisme atau kelompok yang berbeda yang “saling menguntungkan”. 
Namun kedua cara mengatasi problem eksitensial tersebut di atas , justru tidak 
memecahkan masalah keterpisahan manusiawi, karena keduanya merupakan upaya 
menghancurkan keutuhan diri, yang dalam bahasa sigmund freud diistilahkan dengan 
narsisme: dimana realitas diluarnya-pribadi dan benda-benda-, hanya mempunyai arti 
dalam hubungannya “sebagai yang melakukan bagi dirinya sendiri”.٣١ 
Setiap hari di setiap penjuru dunia kita melihat berjuta-juta orang mencari 
pasangan yang sesuai, yang mungkin bisa menemukan cinta darinya dan bisa saling 
bertukar perasaan yang menggelora tersebut. Berjuta-juta orang menikah. Dimana 
pernikahannya dibangun atas dasar cinta. Pada awal pernikahan mereka terlihat begitu 
bahagia, seoah dunia hanya milik berdua. Namun selang beberapa saat (kadang dalam 
waktu yang lama dan kadang pendek) mereka terlihat bergumul dalam keadaan yang 
tragis. Semuanya berbalik, derita dan kesedihan menggantikan cinta dan perasaan yang 
                                                          
٣١Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta 
Utara: PT Raja Grafindo persada, 2004), h. 294-295. 
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menggelora tersebut. Bahkan kadang salah satu atau keduanya memutuskan bercerai 
untuk mengakhiri semua penderitaan tersebut.٣٢ 
Untuk kelangsungan dan langgengnya kehidupan, Allah menciptakan laki-laki 
dan perempuan dan menjadikan hubungan antara keduanya dengan suatu cara tertentu 
untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ini adalah kehendak Allah SWT. Allah tidak 
berkehendak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lain, yang naluri seksualnya 
dibiarkan berjalan tanpa kontrol kesadaran. Dan hubungan antar jenis dibiarkan tanpa ada 
aturan. Tetapi Allah menetapkan suatu aturan yang sesuai, demi kemuliaan manusia. 
Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. 
Allah lalu menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang 
agung, yang dibangun atas dasar kerelaan antara keduanya. Islam telah menyerukan, 
menganjurkan, dan memudahkn pernikahan dan telah menetapkan hukum untuk 
mengaturnya. Tidak ada yang meragukan bahwa pernikahan adalah bentuk terbaik dan 
menyalurkan naluri antara laki-laki dan perempuan. Allah menganjurkan kita untuk 
menikah.٣٣  
Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya 
perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, 
ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang 
berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” 
adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. 
Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan 
tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar 
belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat 
                                                          
٣٢Thariq Kamal An-Nu’aimi, Psikologi Suami Istri, h. 26. 
٣٣Thariq Kamal An-Nu’aimi, Psikologi Suami Istri, h. 13-14. 
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memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidak bahagiaan yang akhirnya bermuara 
pada perceraian.٣٤ 
Perceraian adalah merupakan pintu darurat bagi suatu perkawinan, apabila 
memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. 
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, 
Pengadilan di beri kesempatan seluas-luasnya untuk mendamaikan mereka yang akan 
bercerai. Karena itulah keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau penyaksian 
pengadilan atas perceraian baru dilaksanakan, apabila usaha perdamaian telah dilakukan 
semaksimal mungkin.٣٥ 
Pada masyarakat yang bersifat patrilineal yang mengharamkan terjadinya 
perceraian, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah 
pertanggung jawaban kerabat pihak suami terhadap anak dan istri dari anggota 
keluarga/rumah tangga seketurunan ayah,kakek, dan seterusnya ke atas. Oleh karena anak 
seseorang di dalam suatu keturunan berarti juga anak dari saudara bapaknya yang lain. 
Jadi,apabila anak tidak terpelihara dengan baik oleh ayahnya kerena tidak dapat 
menafkahi sebab si ayah miskin, ataukah si ayah sudah tidak ada lagi, maka yang 
bertanggung jawab mengurus anak itu terutama semua saudara ayah yang lelaki. Begitu 
pula pemeliharaan terhadap janda dari saudara lelaki yang meninggal, jika ia tidak 
melakukan perkawinan anggau, atau belum bersuami lagi atas persetujuan semua saudara 
almarhum suaminya. Pada kenyataannya adakalanya pengambilan pengurusan anak yatim 
atau janda adalah dilakukan oleh pihak saudara wanita atau ibu atau juga anggota kerabat 
lainnya, atau seringkali ibu si anak mengurus anaknya sampai dapat mandiri tanpa 
bantuan saudara suaminya, namun kedudukan pertanggung jawabannya tetap atas nama 
                                                          
٣٤T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 135-
136. 
٣٥Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama 1980/1981, Law Report Putusan/Penetapan 
Pengadilan Agama Tahun 1979, (Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan 
Agama, 1980), h. 11-12. 
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dari kerabat ayah si anak. Pada masyarakat yang bersifat matrilineal, putusnya 
perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggung jawab “mamak” 
terhadap kemenakan. Walaupun dalam kenyataan adakalanya yang turun tangan dalam 
tanggung jawab terhadap kemenakan tersebut bukan pihak ibu, tetapi ayah (bako-baki di 
minangkabau) dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu tidak dapat 
menafkahi/memelihara. Adapun masyarakat yang bersifat parental, begitu pula kerabat 
patrilineal atau matrilineal yang telah jauh merntau dari kampung halamannya, 
pertanggung jawaban pengurusan dan memelihara anak kemenakan,janda,yang dalam 
kekurangan hidupnya adalah pihak suami (ayah) atau pihak istri (ibu), tergantung pada 
keadaaan dan kemampuan serta kesediaan dari kerabat bersangkutan.٣٦ 
Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada 
alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat 
mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah 
sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang 
menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat di tentukan oleh alasan 
melakukan perceraian. Misalnya soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan 
istri dan anak, serta pembagian harta gono-gini.٣٧ 
Kata “cerai” menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti : (kata kerja), 1. 
Pisah;. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” 
mengandung arti : (kata benda),1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); 
perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti : (kata kerja), 1. Tidak bercampur 
(berhubungan,bersatu,dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).٣٨ 
                                                          
٣٦A.Suriyaman Mustari Pida, Hukum Adat Dahulu,Kini dan akan Datang (Cet. Ke-3; 
Jakarta: Kencana, 2017), h. 46. 
٣٧Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, h. 20. 
٣٨Muhammad Syaifuddin,  Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, h. 15. 
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Kata cerai dalam bahasa arab disebut thalaaq. Secara bahasa artinya irsaal 
(melepas). Definisi thalaaq atau bercerai adalah memutuskan hubungan pernikahan 
melalui lafal thalaaq dan sejenisnya menurut imam An-Nawaawi dalam At-Tahdzieb 
menjelaskan, “Thalaaq atau cerai artinya tindakan seorang suami secara mandiri dengan 
atau tanpa sebab, yang menyebabkan putusnya pernikahan”.٣٩ 
Istilah “Perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat 
ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian,dan atas 
putusan pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, 
yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini 
(suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.٤٠ Jadi, 
perceraian merupakan salah satu akibat dari putusnya perkawinan. Perkawinan dapat 
putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.٤١ 
Putusnya perkawinan karena perceraian di lingkungan Peradilan Agama di 
Indonesia di kenal dengan dua istilah yaitu “cerai gugat” yang biasanya diajukan oleh 
pihak istri kepada pengadilan dan “cerai talak” yang biasanya diajukan pihak suami , 
istilah ini menunjukkan kesan adanya perselisihan perkawinan antara suami dan istri. 
Berdasarkan hasil penelitian dari pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) 
Kehidupan Keagamaan Kementrian Agama (Kemenag) di tahun 2015 dan dilansir pula 
oleh infografis merdeka, sepanjang kurun waktu 5 tahun dari 2010-2015 terjadi 
peningkatan jumlah perkara perceraian di Indonesia sekitar 15-20 persen, terlihat dengan 
jumlah perkara di tahun 2010 yaitu 285.184 gugatan cerai, sedangkan di tahun 2015 
                                                          
٣٩Abu Umar Basyier, Mengapa Harus Bercerai (Surabaya: Syafa Publika, 2012 ),  h. 92. 
٤٠Muhammad Syaifuddin,  Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, h. 15-
16. 
٤١Much. Nurachmad, Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen 
Secara Legal Formal, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 68-69. 
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terdapat 347.256 gugatan cerai. Sehingga dapat di asumsikan bahwa terjadi 40 sidang 
perceraian setiap jamnya di Indonesia.٤٢ 
Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu 
karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat 
cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama islam, 
perceraian telah dianggap sah apabila di ucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus 
tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan 
kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.٤٣ 
Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam dua jenis, 
tergantung pihak mana yangmengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang 
diajukan oleh pihak suami (disebut cerai talak). Kedua, gugatan perceraian yang diajukan 
oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, 
yang juga harus di perhatikan adalah, pengadilan mana yang berwenang untuk menerima 
gugatan tersebut, untuk selaanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, 
berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama). Umumnya 
proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. 
b. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut 
diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan 
atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, pengadilan harus 
mengupayakan jalan perdamaian. 
c. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan. 
                                                          
٤٢Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 90-91. 
٤٣Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 17. 
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d. Tahap eksekusi. Sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian adalah, 
sebagai berikut: 
١. Terhadap suami-istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus. 
٢. Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak. 
٣. Terhadap harta benda. Harta bersama dibagi rata,terkecuali harta bawaan dan 
perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian, dan diluar penentuan 
kewajiban nafkah dari pihak pria untuk mantan istri dan anak.٤٤ 
Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana di uraikan di atas, maka 
dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan 
terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, 
dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, 
yang harus di nyatakan secara tegas di di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan 
antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan 
istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagi suami dan istri lagi menjalani 
kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan 
tersebut tidak memutus hubungan silaturrahim (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai 
manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bakes suami dan bekas istri, 
apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan 
perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.٤٥ 
Bila di tinjau secara secara yuridis, masalah perkawinan dan perceraian terdapat 
dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan penjelasannya di muat dalam lembaran 
negara nomor 1 tahun 1974 dan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 
3019. UUP ini keseluruhan berisi XIV bab dan 67 pasal. Mengenai putusnya perkawinan 
diatur dalam bab VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41 UUP dan mengenai tata cara 
                                                          
٤٤Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 17-19. 
٤٥Muhammad Syaifuddin,  Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, h. 18. 
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perceraian diatur dalam perturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 
undang-undang perkawinan.٤٦ 
Namun dalam konteks hukum islam, perceraian di istilahkan “talak” atau furqoh. 
Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara 
furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini di pakai 
oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.٤٧ 
٣. Perceraian dalam Hukum Positif 
Bangsa indonesia yang menghadapi berbagai krisis besar dewasa ini akan sangat 
tertolong untuk keluar dari krisis itu manakala berani mengubah strategi dari cara-cara 
konvensional menjadi progresif dan luar biasa, termasuk dalam menjalankan hukum. 
Cara berhukum yang progresif dan luar biasa itu sebenarnya menjadi bagian inheren 
dalam hukum. Ia tak dapat disebut sebagai cara-cara yang menyimpang (anomalous), 
tetapi tetap merupakan cara berhukum yang sah. Hanya mereka yang terjebak dalam 
pikiran positivistik-legalistik yang berpendapat berhukum secara luar biasa itu salah.٤٨ 
Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam 
bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.٤٩ 
Terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 
esa adalah tujuan perkawinan. Keluarga yang bahagia dan sejahtera merupakan embrio 
masyarakat adil dan makmur. Karena dari keluargalah orang pertama kali mendapatkan 
pendidikan, keharmonisan sebuah keluarga sangat menentukan kualitas masa depan dan 
                                                          
٤٦Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum 
Bisnis Islam di Indonesia, h. 75. 
٤٧Soemiyati,  Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 
Liberty, 2004), h. 103. 
٤٨Satjipto Rahardjo,  Penegakan Hukum Progresif  (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 
2010), h. 73. 
٤٩Yul Ernis dkk, Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum 
Masyarakat, h. 44. 
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tingkat keberhasilan anggota keluarga dalam menjalani kehidupan. Suami,istri, dan anak 
adalah inti dalam organisasi rumah tangga. Dalam hukum positif, Hukum Adat dan 
praktik berumah tangga masyarakat indonesia, pada umumnya suami/ayah adalah 
pemimpin rumah tangga, yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, sedangkan 
istri bertanggung jawab dalam pengasuhan anak dan pengurusan rumah tangga. 
Terwujudnya keluarga yang harmonis, bertanggung jawab adalah harapan bagi setiap 
orang, namun harapan (das sollen) tidak selalu sejalan dengan kenyataan (das sein). Tidak 
sedikit rumah tangga yang kacau balau, broken home, dan akhirnya berujung pada 
perceraian. Data perceraian di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan, 
fenomena maraknya perceraian dalam rumah tangga di indonesia, perlu mendapat 
prihatin serius, mengingat angka perceraian memperlihatkan tren yang terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Lihat saja pada tahun 2007, sedikitnya 200 ribu pasangan melakukan 
perceraian, bahkan 2 tahun kemudian, tahun 2009 sebagaimana data dari Dirjen Badilag 
mencatat data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia sebanyak 
258.069 perkara, dimana perkara cerai talak berjumlah 86.592 perkara, sedangkan cerai 
gugat berjumlah 171.477 perkara.٥٠ 
Fenomena perceraian di Indonesia, dari tahun ke tahun memperlihatkan tren 
meningkat. Hal ini perlu mendapat prihatin oleh pihak terkait, karena dampak perceraian 
cukup serius, salah satunya adalah dampak yang dialami anak. Anaklah yang menjadi 
korban langsung akibat perceraian orang tuanya, sehingga pihak terkait perlu 
memerhatikan nasib anak korban perceraian, sehingga anak tidak semakin terjerembab 
sebagai korban. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai di abaikan, 
sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-
hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting 
                                                          
٥٠Harifin A. Tumpa, Majalah Hukum Varia Peradilan (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim 
Indonesia (IKAHI), 2011), h. 16. 
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untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putus-putusannya. Hakim yang 
memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusannya 
untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraian.٥١ 
Makna pengertian hukum dalam masyarakat bebas “Law in Free Society”, 
merupakan lawan dari makna pengertian hukum dalam masyarakat yang diperintah secara 
otoriter. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang di perintah secara otoriter, hampir 
tak ada tempat bagi hukum, karena dalam kehidupan masyarakat otoriter, penguasa 
langsung menjelma menjadi hukum. Dalam kehidupan masyarakat otoriter, penguasa 
bertindak dan berperan sebagai alat kekuasaan semata (instrument of power), dan hukum 
berada dalam genggaman tangan penguasa. Hak dan kepentingan serta kebebasan 
individu ditentukan oleh kehendak nafsu dan kemauan penguasa. Penguasa tampil 
bagaikan rasa yang congkak,angkuh, dan sombong bagai “Sakti mondroguno otot kawat 
balung besi kang ora tedas ing kapak paluneng pande”. Lain halnya dalam masyarakat 
yang memiliki kebebasan (free of society), keberadaan dan kedudukan penguasa 
bersandar pada fondasi hukum. Setiap tindakan atas kewenangan yang dimiliki aparat 
penguasa selalu berdasar pada hukum. Begitu juga setiap individu anggota masyarakatnya 
yang selalu menyadari bahwa setiap tindakannya harus mencerminkan suatu ketaatan 
konkret pada hukum yang mesti menghormati pada rambu-rambu hukum. Setiap jalan 
yang hendak ditempuh harus melalui jalur hukum yang sudah tersedia. Penguasa dan 
anggota masyarakat mesti berjalan lurus pada norma-norma yang telah ditentukan oleh 
hukum. Salah satu ciri paling esensial dalam kehidupan free of society (masyarakat yang 
berkebebasan) adalah: “ adanya jaminan perlindungan bagi setiap individu oleh hukum. 
Di bawah naungan perlindungan perisai hukum, dijamin sepenuhnya hak dan corak 
ragam perbedaan, dijamin sepenuhnya hak dan perlindungan seseorang untuk 
                                                          
٥١Harifin A.Tumpa, Majalah Hukum Varia Peradilan, h. 5. 
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mengembangkan hidup pribadi dan opini serta kepercayaan”. Siapapun tidak boleh 
menghalangi dan mengganggu pengembangan hidup kepribadian dalam mengejar 
kesejahteraan dan kebahagiaan spritual dan material.٥٢ 
Hukum sebagai dimaksud dalam Hukum Postif yaitu sebagai suatu perangkat 
ketentuan-ketentuan yang jumlahnya tak terhingga, berada dalam alam kaidah. Di situ 
seluruh ketentuan-ketentuan itu berada dalam kaitan satu dengan yang lain sehingga 
menjadi satu keseluruhan kesatuan yang utuh, oleh karena itu, keseluruhan ketentuan itu 
berada di dalam suatu tertib yang logis dan tidak bertentangan satu terhadap yang lain.٥٣ 
Bagaimanapun, perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran 
serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya. Mau tidak mau 
perceraian akan melahirkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis, yuridis, dan 
lainnya. Bukan hanya terhadap pasangan yang bersangkutan, namun juga kepada anak 
keturunannya, keluarga besar serta harta yang di usahakan selama menjalani kehidupan 
berkeluarga. Untuk itu, kemantapan niat mutlak di perlukan sebelum seseorang 
mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Perceraian harus di latarbelakangi oleh 
niat dan keinginan untuk melangkah menuju kebaikan, dan bukan didasari oleh hal-hal 
yang bersifat material semata. Perceraian harus benar-benar menjadi jalan keluar bagi 
pasangan yang memang sudah tidak cocok, dan tidak dapat mempertahankan keutuhan 
rumah tangganya lagi.٥٤ 
Asas memeprsukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan 
tujuan perkawinan menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin  
                                                          
٥٢Ahmad Kamil dkk, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Cet. Ke-2; Jakarta: Kencana, 
2005), h. 15-16. 
٥٣Mohammad Koesnoe, Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif  (Surabaya: Airlangga 
University Press,2010), h. 13. 
٥٤Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, h. 33-34. 
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antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 
Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan 
melengkapi agar  masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan ketuhnan yang maha 
esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat indonesia, antara 
lain, islam, kristen, katholik, hindu, dan budha. Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk 
memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta 
dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 
mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan 
yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi, tujuan perkawinan dapat diperinci, yaitu 
menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, 
mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan memperoleh keturunan yang 
sah.٥٥ 
Perkembangan tentang studi perbandingan sistem hukum (comparative legal 
studies) merupakan ilmu yang sama tuanya dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. 
Namun dalam perkembangannya, studi perkembangan sistem hukum baru tampak pada 
abad ke-19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum. Pendalaman secara intense 
terhadap disiplin ilmu ini berawal dari eropa yang dipelopori oleh Montesquieu (Prancis), 
Mansfield (Inggris), dan Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (Jerman).٥٦ 
Hukum islam dan hukum positif secara tegas menyatakan bahwasannya 
perkawinan bagi umat manusia hendaknya menjadi ikatan yang bahagia, tentram, dan 
                                                          
٥٥Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, h. 36-37. 
٥٦Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada,2008),  h. 1. 
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abadi. Perselisihan dan persengketaan rumah tangga bukanlah sebuah penghalang 
seseorang untuk mewujudkan hal tersebut, karena pada dasarnya setiap permasalahan 
pasti ada jalan keluarnya dan cara untuk menyelesaikannya. 
٤. Perceraian dalam Hukum Islam 
merupakan fakta dan sejarah bahwa jauh sebelum pemerintahan kolonial 
belanda menginjakkan kakinya di indonesia, telah terbentuk msyarakat islam yang kuat. 
Di beberapa daerah di indonesia, islam itu bukan saja menjadi agama yang resmi,tetapi 
juga merupakan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Beberapa kerajaan di indonesia 
seperti kerajaan pasai di aceh, kerajaan pagarruyung yang terkenal dengan rajanya Dang 
Tuanku dan Bundo Kanduang, kerajaan paderi dengan tuanku imam bonjol di 
minangkabau, kerajaan demak, pajang mataram, dan sultan agung di banten, bahkan 
malaka serta brunai (sekarang Brunai Darussalam) di semenanjung melayu dan 
Hasanuddin di Makassar, telah mempergunakan Hukum Islam di Wilayah Kerajaannya 
(Ramulyo 1997, hlm.48). ٥٧ 
Agama islam merupakan agama bagi seluruh umat manusia di muka bumi, agama 
islam sangat memperhatikan etika dan tingkah laku manusia yang hidup di muka bumi, 
sehingga dalam menjalankan aktivitasnya seorang manusia di batasi dengan norma agama 
yang menjadikan manusia tersebut berada pada jalan-nya. Tujuan Allah menciptakan 
agama islam yanng di bawa oleh nabi Muhammad SAW sebagai penerang cahaya iman 
dan islam dalam merubah pola perilaku manusia sesuai dengan ajaran agama. Ajaran 
agama inilah yang menjadikan kehidupan manusia menjadi aman, tentram, damai, dan 
penuh dengan rasa kasih sayang. Kehidupan aman, tentram, damai, dan penuh dengan 
rasa kasih sayang menjadi dambaan umat muslim di seluruh dunia bukan hanya berada 
pada kepuasan dan kesenangan hati , melainkan untuk membatasi kebahagiaan manusia 
                                                          
٥٧  Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum, Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia, 
(cet.ke-1;Jakarta Timur: Sinar Grafika,2015), h. 105 
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tersebut dengan adanya norma norma agama dan negara supaya tidak terjerumus kedalam 
hal-hal yang tidak di inginkan atau dilarang oleh Allah SWT melalui beberapa ajaran-nya. 
Atas dasar norma atau aturan inilah manusia hidup dengan rasa kasih sayang, bukan 
hanya pada diri sendiri, keluarga, lingkungan bahkan rasa kasih sayang tersebut 
diwujudkan atas dasar nilai-nilai agama yang diaplikasikan atau diimplementasikan 
kepada kehidupan sehari-hari.٥٨ 
Bernard Lewis telah menulis bahwa Islam sejak awal merupakan agama 
kekuasaan. Dalam pandangan dunia muslim, adalah benar dan tepat kekuasaan harus 
dimiliki oleh umat islam. Orang lain mungkin menerima toleransi bahkan kedermawanan 
negara muslim, asalkan mereka jelas-jelas mengakui supermasi umat islam. Bahwa umat 
islam harus memerintah non-muslim adalah benar dan wajar. Bahwa non-muslim harus 
memerintah non-islam berarti melanggar hukum Allah dan hukum alam, dan hal ini 
berlaku baik di kasymir, palestina, libanon, maupun siprus. Lewis melanjutkan untuk 
menunjukkan bahwa islam dipandang tidak sebagai agama dalam pengertian barat, tetapi 
sebagai umat, loyalitas dan pandangan hidup. Umat islam baru sembuh dari era traumatis 
ketika pemerintahan-pemerintahan dalam imperium-imperium muslim ditumbangkan dan 
umat islam terpaksa menjadi warga negara pemerintahan asing dan kafir. Orang-orang 
sabtu (yahudi) dan orang-orang ahad (kristen) sekarang mengalami konsekuensi-
konsekuensi.٥٩ 
Hukum islam adalah satu diantara beberapa hukum agama yang menjadi sumber 
hukum perceraian yang diakui keberlakuan hukumnya oleh pasal 37 dan pasal-pasal 
lainnya yang relevan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang merupakan hukum nasional, 
sehingga dapat di rujuk atau dijadikan dasar hukum meterial perceraian bagi suami dan 
                                                          
٥٨Asep Salahudin, Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Wonosobo: Penerbit 
Mangku Bumi, 2018), h. 25-26. 
٥٩David Sagiv, Islam Otentisitas Liberalisme (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1997),  h. 
103-104. 
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istri di depan sidang pengadilan agama. Keberadaan pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 
merupakan algojo bagi kematian teori receptie, karena memberlakukan hukum perceraian 
menurut agama islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di indonesia. Jadi, dapat di 
tegaskan bahwa sejak diberlakukannya UU No.1 Tahu 1974 khususnya, pasal 27 dan 
pasal-pasal lainnya yang relevan, yang kemudian diperkuat dengan diberlakukannya UU 
No.7 Tahun 1989 yang mengatur tentang peradilan agama, beberapa implikasi hukumnya 
sebagai berikut: 
a. Hukum Islam menjadi sumber hukum perceraian yang langsung bagi hukum 
perceraian nasional, tanpa harus menempuh proses penerimaan lebih dahulu melalui 
hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat hukum adat di indonesia. 
b. Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat (khususnya 
BW/KUH Perdata dan HIR/RBg/Hukum Acara Perdata) sebagai sumber dan struktur 
yang menopang hukum perceraian nasional. 
c. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengatur suatu persoalan hukum 
perceraian bagi setia warga negara indonesia  yang beragama islam berdasarkan 
hukum islam, sepanjang pengaturan hukum perceraian itu untuk memenuhi 
kebutuhan hukum perceraian bagi umat islam di indonesia.٦٠  
Hukum islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum,  pertama 
sumber hukum yang bersifat “naqliy” dan sumber hukum yang bersifat “aqliy”. Sumber 
hukum naqliy ialah Al-Qur’an dan As-sunnah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah hasil 
usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. 
Kandungan dalam Al-qur’an dan hadist kadang kala bersifat prinsipil yang general 
(zanni) sehingga perlu interprestasi untuk penerapannya. Al-qur’an dan As-sunnah 
sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan ulum al-qur’an dan ulum hadist, meliputi 
                                                          
٦٠Muhammad Syaifuddin,  Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, h.75-
76. 
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tiga hukum: pertama, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (mukalaf). 
Kedua, hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seseorang berbuat kebaikan dan 
meninggalkan kejelekan. Ketiga, hukum-hukum praktis (amalyah) yang mengatur 
perbuatan,ucapan,perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. ٦١ 
Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam fiqh islam bentuk 
perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraiannya. Walaupun keputusan 
menjatuhkan cerai ada di tangan laki-laki selaku suami, akan tetapi islam memberikan 
hak kepada istri untuk meminta atau memohon cerai kepada suami dengan alasan yang 
dibenarkan syariat yang di sebut “khulu”. Khulu secara bahasa artinya melepaskan, 
ataupun istilah yang digunakan oleh seorang istri yang meminta agar suaminya 
melepaskannya dari ikatan perkawinan, dengan pembayaran diserahkan istri kepada 
suami sebagai sebuah tebusan yang biasanya setara dengan mahar yang diberikan dahulu. 
Sehingga jika pada umunya akibat hukum perceraian seorang istri mendapatkan mut’ah 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam kasus khulu, istri tidak 
mendapatkannya.٦٢ 
Mengenai perceraian, islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling 
di benci agama, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh 
Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari ibnu umar. 
قلاطلا هّللا دنع للالحا ضغنأ 
Terjemahannya:  
“Perbuatan halal yang paling di benci Allah adalah perceraian”. 
                                                          
٦١Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia (Cet. 
Ke-3; Jakarta: Kencana, 2017), h.  2. 
٦٢Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum 
Bisnis Islam di Indonesia, h. 81. 
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Hal ini di sebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, 
dan perceraian itu membawa dampak yang negatif terhadap bekas suami-istri dan anak-
anak. Oleh karena itu, perceraian hanya di izinkan kalau dalam keadaan darurat 
(terpaksa), yaitu sudah terjadi syiqaq atau kemelud rumah tangga yang sudah gawat 
keadaannya dan sudah di usahakan dengan i’tikad baik dan serius untuk adanya ishlah 
atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakam 
dari pengadilan tetapi tetap tidak berhasil. Maka tidak ada jalan lain kecuali perceraia 
(talak), tetapi dalam hal ini masih talaq raj’i, artinya masih memungkinkan suami untuk 
kembali atau rujuk pada istri dalam masa iddah. Karena itu, masa iddah ini merupakan 
masa pengendapan (cooling period), introspeksi atau retrospeksi untuk merenungkan 
dengan tenang tentang baik buruknya perceraian bagi keluarga, dan menelusuri apa 
penyebab terjadinya syiqaq. Dalam QS al-Baqarah/2: 228 dan QS an-Nisa/4: 34 
disebutkan: 
àM≈ s)¯=sÜßϑø9$#uρ š∅ óÁ −/u tI tƒ £ Îγ Å¡à	Ρ r' Î/ sπsW≈ n= rO & ÿρ ãè% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £ çλm; βr& z ôϑçFõ3 tƒ 
$ tΒ t, n=y{ ª! $# þ’ Îû £ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& βÎ) £ä. £ ÏΒ÷σãƒ «! $ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 £ åκçJ s9θ ãèç/uρ ‘, ym r& 
£ ÏδÏjŠ tÎ/ ’ Îû y7Ï9≡sŒ ÷βÎ) (#ÿρ ßŠ#u‘ r& $[s≈ n=ô¹ Î) 4 £ çλm; uρ ã≅ ÷WÏΒ “Ï% ©!$# £ Íκö n=tã Å∃ρ á÷èpR ùQ$ Î/ 4 
ÉΑ$ y_ Ìh=Ï9uρ £ Íκö n=tã ×πy_ u‘ yŠ 3 ª! $#uρ î“ƒÍ•tã îΛÅ3 ym ∩⊄⊄∇∪   
Terjemahnya: 
 “wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali ‘quru’. 
Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak 
merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki 
ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan dari 
pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
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Terjemahnya: 
 “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab 
itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-
wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisakanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cri jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”.٦٣ 
 
٥. Pengertian Izin Perceraian 
Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang 
pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Bagir manan menyebutkan, 
bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu 
yang secara umum dilarang.٦٤ 
٦. Konsep dan Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
                                                          
٦٣Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer (Cet. Ke-1; Yogykarta: Kalimedia, 2017), h. 
79-80. 
٦٤Victorianus Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan (Yogyakarta: 
Deepublish, 2015), h. 37. 
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Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang di 
usahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang di usahakan sendiri 
maksudnnya bekerja atas usaha,modal, dan tanggung jawab sendiri. Sementara itu, 
bekerja pada orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi 
perintah dan mengutusnya, serta yang bersangkutan harus tunduk dan patuh kepada orang 
lain yang memberikan pekerjaan tersebut.٦٥ 
Definisi sumber daya manusia (SDM) adalah (1) manusia yang bekerja di 
lingkungan suatu organisasi (personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan), (2) potensi 
manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, (3) potensi 
yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material) di dalam organisasi 
bisnis yang dapat di wujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam 
eksistensi organisasi (Ndraha, 1999 dan Hasibuan 2000). Jika diartikan secara utuh, 
manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah sebagai pendekatan strategis dan 
koheren dengan pengelolaan aset paling berharga organisasi yaitu orang-orang yang 
bekerja di sana secara individu dan kolektif berkontribusi pada pencapaian tujuannya. 
MSDM adalah proses memperoleh ,melatih, menilai, dan memberikan kompensasi 
kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan 
masalah keadilan (dessler,2005). MSDM adalah sistem pengelolaan sumberdaya manusia 
yang bersifat formal dan memperhatikan aspek efektif dan efisien dalam organisasi untuk 
mencapai tujuan organisasi (Mathis & Jackson,2006).٦٦ 
Menurut C.S.T. Kansil, rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada 
pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum 
pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau demgan 
                                                          
٦٥Rocky Marbun, Jangan Mau di PHK Begitu Saja (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 2. 
٦٦Harsuko Riniwati, Manajemen Sumber Daya Manusia (Aktivis Utama dan 
Pengembangan SDM) (Malang: UB Press, 2016), h. 1. 
50 
 
 
 
kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga 
harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat 
banyak. Pegawai negri sipil, menurut Julia Leli Kurniatri, mempunyai peranan penting, 
sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada 
kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan 
pegawai negeri (sebagian dari aparatur negara). Lebih lanjut, julia leli kurniatri 
menjelaskan bahwa dalam konteks hukum pegawai negeri sipil bertugas membantu 
presiden sebagai kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas 
melaksanakan peraturan perundang-undngan, dalam arti kata wajib menggusahakan agar 
setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan 
peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan 
tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang 
pegawai negeri sipil juga wajib setia dan taat kepada pancasila sebagai unsur aparatur 
negara, abdi negara, dan abdi masyarakat di tuntut untuk dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik, karenanya ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap 
pancasila,UUD 1945, Negara dan pemerintah,sehingga dapat memutuskan segala 
perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan 
berhasil guna.٦٧ 
Semakin banyaknya problem dalam pengelolaan aparatur di daerah memunculkan 
berbagai pertanyaan tentang apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam 
peningkatan profesionalisme aparatur negara. Berbagai efek negatif dari pelaksanaan 
                                                          
٦٧Muhammad Syaifuddin,  Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, h. 445-
446. 
51 
 
 
 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam bidang kepegawaian 
jika tidak segera direspons dapat menimbulkan masalah yang semakin rumit dalam 
pengelolaan aparatur negara di daerah. Kemandekan mobilitas aparatur, politisasi dan 
komodifikasi jabatan birokrasi, dan fragmentasi aparatur berbasis spesial dan primordial 
menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh pemerintah dalam mewujudkan 
aparatur negara yang profesional.٦٨ 
Menurut kamus umum bahasa indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata 
“Pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah,perusahaan,dan sebagainya, 
sedangkan kata “negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil 
adalah orang yang bekerja pada pemerintah/negara.٦٩ 
Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan di serahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan di gaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negri terdiri dari 
pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota tentara nasional indonesia (TNI) dan anggota 
kepolisian negara republik indonesia (POLRI). Pegawai negri berkedudukan sebagai 
unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan.٧٠ 
                                                          
٦٨Agus Dwiyanto, Administrasi Publik: Desentralisasi,Kelembagaan, dan Aparatur Sipil 
Negara, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 143. 
٦٩Muhammad Syaifuddin,  Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, h. 434. 
٧٠Toman Sony Tambunan, Glosarium Istilah Pemerintahan (Jakarta: Prenamedia Group, 
2016),  h. 343. 
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BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
١. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian digunakan penulis adalah Jenis penelitian ini adalah 
Field Research (Penelitian Lapangan). Mengingat pentingnya dalam memahami 
suatu penelitian, maka penulis akan terlebih dahulu mengemukakan penjelasan 
berupa pengertian atau hakikat dari penelitian. Tujuannya tidak lain adalah agar 
para pembaca atau mahasiswa khususnya bisa memahami hal dasar dari 
penelitian. Secara etimologis, istilah research berasal dari dua kata, yaitu re dan 
serch.  Re  berarti kembali atau berulang-ulang dan search berarti mencari, 
menjelajahi, atau menemukan makna. Dengan demikian penelitian atau research 
berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang-
ulang.١ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penilitian 
yang berusaha yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa 
adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kesadaran hukum Masyarakat tentang 
perceraian PNS (Pegawai Negri Sipil) di pengadilan agama maros kelas 1 1B 
secara lebih mendalam. Hasil penelitian ini juga membuka jalan bagi peneliti 
untuk  mengadakan penelitian atau kajian lebih mendalam. 
٢. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini yaitu di 
Pengadilan Agama Kabupaten Maros.  
                                                          
١  Mayang  Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),  h. 1. 
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B. Pendekatan Penelitian 
 Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah: 
١. Pendekatan Yuridis Sosiologis  
Yaitu untuk meneliti kesadaran hukum masyarakat dalam kasus perceraian 
PNS di Pengadilan Agama Maros. Metode ini mengamati bagaimana hukum 
diterapkan, digunakan dan dipakai dalam masyarakat, karena pada saat hukum itu 
dijalankan (dalam masyarakat), maka terjadilah interaksi antar hukum dan 
perilaku masyarakat yang menggunakannya. 
٢. Pendekatan Yuridis  
Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang 
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
٣. Pendekatan Teologi Normatif (Syar’i) 
Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan terhadap hukum Islam 
yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 
 
C. Sumber Data 
١. Data Primer 
 Data Primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan 
mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan 
dimungkinkan variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi dengan kondisi. 
Sumber informasi melalui wawancara responden yang bersangkutan dengan 
kepanitraan, mulai dari pejabat yang berwenang untuk menangani masalah 
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perceraian PNS, dan dari elemen masyarakat lainnya yang dianggap faham dalam 
permasalahan tersebut. 
٢. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dalam penulisan 
ini data sekunder diperoleh dari studi literatur dan Undang-Undang sebagai bahan 
pustaka, ketentuan-ketentuan mengenai perceraian PNS dan juga perundang-
undangan. 
٣. Data Tersier 
Data tersier yaitu data yang diambil dari sumber yang dipublikasikan, 
seperti jurnal pelatihan hukum, buku-buku hukum, literature hukum dan media 
lainnya. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan kamus besar bahasa 
Indonesia, kamus hukum dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penulisan 
skripsi ini. 
 
D. Metode  Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan focus 
penelitian, maka yang dijadikan pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
١. Wawancara  
Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan 
untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dnegan 
penelitian ini. 
٢. Observasi  
Mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat 
dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi 
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melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, 
perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 
mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 
٣. Dokumentasi 
Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca 
literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan 
penelitian yang sedang diteliti. 
 
E. Instrument Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Field Research (Penelitian Lapangan).  Maka, 
untuk penelitian Lapangan, Instrument pendukung pada penelitian ini adalah 
menggunakan alat perekam suara atau tape recorder, kamera digital, serta alat 
tulis. Tape recorder digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, kamera 
digital untuk mengambil gambar atau foto. Alat tulis digunakan untuk mencatat 
dan catatan ini merupakan catatan lapangan. 
 
F. Tekhnik Pengelolahan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 
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Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang 
mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 
sehingga sampai tuntas.  Komponen dalam analisis data: 
١. Reduksi Data 
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 
tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu 
dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan 
dalam penelitian ini. 
٢. Penyajian Data 
Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data 
dan tidak terbenam dalam setumpuk data. 
٣. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 
Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul 
dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga 
diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros 
١. Sejarah Pengadilan Agama Maros 
Pengadilan (rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, 
yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-
pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (rechtspraak, judiciary) adalah 
segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan 
keadilan.١ 
Pengadilan Agama Maros di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No.45 Tahun 1957 tertanggal 5 oktober 1957 dan surat penetapan Menteri Agama 
No.5 Tahun 1958 tertanggal 6 maret 1958. 
Pengadilan Agama Maros adalah salah satu dari empat lingkungan 
peradilan negara yang dijamin kemerdekaanya dan menjalankan tugasnya 
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU) No.14 Tahun 1970 tanggal 
17 Desember 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 
Setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang 
Peradilan Agama, maka pengadilan agama yang kewenanngannya mengadili 
perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, yang 
beragama islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang 
dapat mengurangi kedudukan peradilan agama oleh UU dihapus, seperti 
                                                          
١Abd. Halim Talli, Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa (Makassar, 
Alauddin University Press, 2013), h. 29. 
58 
 
pengukuhan keputusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya 
untuk memantapkan kehadiran peradilan agama oleh UU ini diadakan jurusita, 
sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.٢ 
Pada amandemen ketiga UU Dasar 1945 tanggal 10 November 2001 
menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu 
lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. 
Dari hal diatas, lahirlah UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman 
sebagai pengganti UU Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 
14 Tahun 1970. Keberadaan UU tersebut, untuk mengefektifkannya, maka 
dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan 
Organisasi,Administrasi, dan Finansial diLingkungan Peradilan Umum, Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 
2004. Pada keppres tersebut ditetapkan bahwa terhitung tanggal 30 juni 2004 
Peradilan Agama sudah resmi dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah 
Agung baik dari segi Organisasi,Administrasi, dan Finansial.٣ 
Amandemen dan perubahan UU tersebut di atas memaksa dan 
menghendaki adanya perubahan pada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan 
agama. Oleh karenanya, lahirlah UU Nomor 3 Tahun 2006 untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan hukum masyarakat, khusunya masyarakat muslim.٤ 
                                                          
٢PA Maros, “Sejarah PA Maros, Official Website PA Maros, http://www.pa-
maros.go.id/sejarah.html, ( 4 agustus 2014). 
٣PA Maros, “Sejarah PA Maros, Official Website PA Maros, http://www.pa-
maros.go.id/sejarah.html, ( 4 agustus 2014). 
٤PA Maros, “Sejarah PA Maros, Official Website PA Maros, http://www.pa-
maros.go.id/sejarah.html,( 4 agustus 2014). 
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Pada UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, peradilan agama sudah sejajar 
dengan lembaga peradilan lainnya di indonesia dalam berbagai hal di bawah 
naungan Mahkamah Agung, termasuk usia pensiun hakim, begitupula pada pasal 
49 UU tersebut menambahkan kewenangan peradilan agama dalam hal 
zakat,infaq, dan ekonomi syari’ah. 
٢. Visi dan Misi Pengadilan Agama Maros 
a. Visi Pengadilan Agama Maros 
Pengadilan Agama Maros sebgai pengadilan tingkat pertama yang berada 
di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama 
untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai dan 
dipercaya oleh masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Maros telah 
menjabarkan Visi dan Misi tersebut kedalam visi Pengadilan Agama Maros, yaitu: 
“Menjadi Pengadilan Agama Yang Dipercaya Masyarakat” 
Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memberi 
motivasi kepada seluruh komunitas warga Pengadilan Agama Maros dalam 
melaksanakan aktivitas, khususnya aktivitas dalam memberikan pelayanan publik. 
Pernyataan visi Pengadilan Agama Maros tersebut mengandung makna 
bahwa Pengadilan Agama Maros ke depan dapat dipercaya sebagai institusi 
peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum, sehingga 
institusi peradilan ini dapat tegak dengan kharisma dan sandaran keadilan bagi 
masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kesan bahwa dunia peradilan 
dan/atau lembaga peradilan saat ini cendrung kurang dipercaya oleh masyarakat 
dalam menegakkan hukum dan keadilan. 
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Untuk mengakselerasi terwujudnya visi tersebut diatas,Pengadilan Agama 
Maros telah menetapkan beberapa misi. 
b. Misi Pengadilan Agama Maros 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya 
maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi 
Pengadilan Agama Maros yang telah ditetapkan. 
Adapun misi Pengadilan AgamaMaros adalah: 
١. Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum bagi masyarakat yang 
berperkara; 
٢. Meningkatkan fungsi manajerial dan penguatan pengawasan internal; 
٣. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalitas aparatur peradilan; 
٤. Mewujudkan transparansi lembaga peradilan. 
 
B. Prosedur Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah  No. 45 Tahun 
1990 
Pegawai negeri sipil mempunyai kewajiban, antara lain wajib menaati 
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini wajib member 
contoh yang baik sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk 
dalam menyelenggarakan kehidupan keluarganya.  
Untuk itu guna meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam 
melakukan perkawinan dan perceraian. Pegawai negeri sipil wajib memperoleh 
izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat melalui atasan sesuai 
hierarkinya. Pejabat pemberi izin yang dimaksud adalah gubernur dan wakilnya, 
walikota/bupati atau wakilnya. 
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Prosedur pengajuan izin perceraian dengan pns sebagai penggugat, PNS 
penggugat mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis yang diajukan 
kepada atasan langsung dilengkapi dengan alasan lengkap dan dilampirkan 
photocopy akta nikah, KTP, kartu keluarga dan SK pangkat terakhir.  
Pengelola kepegawaian unit kerja atau SKPD memproses permohonan 
tersebut dengan melakukan pemanggilan dan membuat BAP selanjutnya 
diteruskan kepada pejabat melalui BKD selambat-lambatnya 3 bulan. BKD 
menerima, memproses permohonan gugat cerai, dimaksud dengan melakukan 
pemanggilan memberikan nasehat kepada yang bersangkutan. Membuat BAP 
penasehat yang bersangkutan. Membuat surat rekomendasi. Surat rekomendasi 
tersebut disampaikan kepada PNS yang bersangkutan ke BKD, menjadi bahan 
pertimbangan, apakah permohonan yang bersangkutan disetujui atau ditolak.  
Jika permohonan tersebut disetujui maka SK tentang izin perceraian 
selanjutnya diproses dan di paraf oleh sekertaris daerah dan selanjutnya ditanda 
tangani oleh walikota langsung disampaikan kepada PNS yang bersangkutan 
untuk selanjutnya menjadi syarat PNS tersebut mengajukan gugatan cerai di 
Pengadilan Agama. PNS yang telah mendapatkan akta cerai dari pengadilan 
agama segera menyampaikan lagi ke BKD sebagai bahan penetapan gaji. 
 
C. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan 
Agama Maros Klas IB 
Sebelum dibahas lebih jauh tentang  faktor penyebab terjadinya perceraian  
berikut penulis menguraikan profil penggugat dan tergugat dalam kasus 
perceraian pegawai negeri sipil pada pengadilan agama kabupaten maros yaitu: 
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١. Kasus perceraian pada tahun 2018 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan 
bapak Arief Ridha menjelaskan faktor penyebab perceraian Atas Nama: KM 
(penggugat), pekerjaan: Guru (PNS Sertifikasi). MA (tergugat), pekerjaan: Petani. 
Hasil wawancara adalah sebagai berikut: 
Setelah menjalin hubungan yang cukup lama, bapak KM pun memutuskan 
untuk menikahi ibu MA. Pada bulan Agustus 2006. 
 Pada tahun 2015, keharmonisan rumah tangga bapak KM dan ibu MA 
mulai terguncang bagaikan karang diterjang oleh ombak. Pertengkaranpun sering 
terjadi antara keduanya. Tidak adanya keharmonisan dan faktor ekonomi yang 
mengakibatkan mereka sering bertengkar. Hakim pun memutuskan bahwa bapak 
RE dan Ibu SM resmi bercerai pada tanggal 19 April 2018. Alasan terjadinya 
perceraian karena: 
a. Tidak ada keharmonisan 
Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh 
pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidak harmonisan bisa disebabkan 
oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang 
ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga 
memerlukan perincian yang lebih mendetail.  
Sebenarnya masalah ini bukan masalah sebenarnya, ini lebih pada 
komunikasi antar suami dan istri.  Jadi, bagaimana cara pasangan menghadapi 
masalah inilah yang bisa menjadi jalan keluar. 
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b. Tidak ada tanggung jawab  
Hubungan antar anggota keluarga, orang tua dan anak, saudara sekandung, 
saudara ipar  atau adanya anak tiri, bisa menjadi sumber masalah bagi hubungan 
suami istri. Sikap yang bijaksana adalah bagian penting dari keberanian dalam 
menghadapi berbagai masalah keluarga dan perkawinan.  
c. Cemburu  
Hubungan pertemanan yang terlalu dekat baik oleh suami maupun istri 
bisa juga menjadi sumber gangguan pada hubungan suami istri.  Teman yang 
sejati seharusnya mampu mengeratkan hubungan antar suami-istri.  
Berdasarkan dari hasi analisis data dan wancara dengan Bapak Syarifuddin 
L sebagai Panitera Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Maros ( wawancara 
pada tanggal  20 Agustus 2019 menyatakan bahwa penyebab perceraian ada 
beberapa faktok penyebab, yaitu: 
١. Tidak ada keharmonisan 
Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh 
pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidak harmonisan bisa disebabkan 
oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang 
ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga 
memerlukan perincian yang lebih mendetail.  
٢. Gangguan pihak ketiga  
Kehadiran pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga menunjukkan 
kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami istri 
sehingga mengakibatkan putusnya  ikatan perkawinan.  
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٣. Ekonomi  
Sebenarnya masalah ini bukan masalah sebenarnya, ini lebih pada 
komunikasi antar suami dan istri.  Jadi, bagaimana cara pasangan menghadapi 
masalah inilah yang bisa menjadi jalan keluar. 
٤. Tidak ada tanggung jawab  
 Hubungan antar anggota keluarga, orang tua dan anak, saudara sekandung, 
saudara ipar  atau adanya anak tiri, bisa menjadi sumber masalah bagi hubungan 
suami istri. Sikap yang bijaksana adalah bagian penting dari keberanian dalam 
menghadapi berbagai masalah keluarga dan perkawinan.  
٥. Kekejaman Mental  dan Kekejaman Fisik 
 Kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima dalam 
perkawinan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan dalam kata-kata, keduanya 
sering menjadi penyebab hancurnya rumah tangga. 
٦. Cemburu  
 Hubungan pertemanan yang terlalu dekat baik oleh suami maupun istri 
bisa juga menjadi sumber gangguan pada hubungan suami istri.  Teman yang 
sejati seharusnya mampu mengeratkan hubungan antar suami-istri.   
Adapun dampak terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai 
berikut: 
a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia 
wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan 
anak-anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut 
hanya timbul bila perceraian adalah atas kehendak suami. Dalam hal ini, 
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Anda dianggap sebagai pihak yang menghendaki perceraian, karena Andalah 
yang berencana menggugat cerai Istri anda. 
b. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas 
bagian penghasilan dari bekas suaminya. 
c. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri 
Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga 
untuk anak atau anak-anaknya. Jadi, bila Anda menggugat cerai Istri Anda, 
maka sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS akan dibagi untuk menghidupi 
Istri Anda. Selain itu, anda juga harus membagi sepertiga gaji Anda untuk 
menghidupi Anak anda. Sedangkan, Anda hanya berhak menerima sepertiga 
dari gaji Anda sebagai PNS, karena duapertiga gaji anda harus diberikan 
kepada bekas Istri dan Anak anda. 
d. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, 
maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung 
mulai ia kawin lagi.” Jadi, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji Anda 
kepada Istri Anda akan hapus bila Istri Anda kawin lagi dengan orang lain. 
e. Kewajiban untuk memberikan sebagian dari gaji Anda kepada bekas Istri 
Anda tetap ada walaupun Istri Anda juga menerima gaji sebagai pemasukan 
tetap. Hal ini merupakan kewajiban yang diatur secara tegas di dalam 
peraturan perundang-undangan. 
66 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari hasil pembahasan dan analisis data yang terkumpul tentang Implementasi 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diganti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil di 
Pengadilan Agama Maros Tahun 2017-2018, Maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
١. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melangsungkan perceraian 
harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan. 
٢. Penyebab terjadinya perceraian dalam kasus ini adalah tidak ada 
keharmonisan, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung 
jawab, cemburu, dan tidak di karuniai keturunan 
٣. Dampak perceraian yaitu apabilan perceraian terjadi atas kehendak Pegawai 
Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 
menghidupkan mantan istri. Apabila tejadi atas kehendak Istri maka ia berhak 
atas bagian pengasilan dari Mantan suaminya.  
 
B. Implikasi Penelitian 
Mengingat perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang diagungkan oleh 
setiap orang, dan mengingat kedudukan pegawai negeri sipil dalam masyarakat 
adalah sebagai contoh dan teladan, maka alangkah baiknya bila setiap pegawai negeri 
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sipil selalu menjaga keutuhan rumah tangganya dan di usahakan semaksimal 
mungkin agar tidak terjadi perceraian. 
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Wawancara dengan Hakim Arif Ridha 
Pada Tanggal 20 Agustus 2019 
Adapun daftar pedoman wawancara yaitu : 
١. Apa yang melatar belakangi sehingga terjadi cerai bagi PNS di Pengadilan 
Agama Maros 
٢. Apa yang menjadi dampak positif dan dampak negatif setelah terjadinya 
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil? 
٣. Bagaimana prosedur gugatan cerai bagi PNS di Pengadilan Agama Maros? 
٤. Bagaimana penerapan/ implementasi peraturan pemerintah No. 45 Tahun 
1990 di Pengadilan Agama Maros 
 
  
 
 
 
 
Wawancara dengan Panitra mudah Mas’ud Taiyep 
Pada Tanggal 20 Agustus 2019 
Adapun  daftar pedoman wawancara yaitu : 
١. Apa yang melatar belakangi sehingga terjadi cerai bagi PNS di Pengadilan 
Agama Maros 
٢. Apa yang menjadi dampak positif dan dampak negati setelah terjadinya 
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil? 
٣. Bagaimana prosedur gugatan cerai bagi PNS di Pengadilan Agama Maros? 
٤. Bagaimana penerapan/ implementasi peraturan pemerintah No. 45 Tahun 
1990 di Pengadilan Agama Maros 
٥. Bagaimana  prosedur pelaksanaan peraturan pemerintah No. 45 tahun 
1990 tentang  surat izin perceraian bagi PNSdi Pengadilan Agama Maros ? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan ibu Mukarramah, S,HI 
Pada tanggal 28 Oktober 2019 
Adapun  daftar pedoman wawancara yaitu : 
١. Apa yang melatar belakangi sehingga terjadi cerai bagi PNS di Pengadilan 
Agama Maros 
٢. Apa yang menjadi dampak positif dan dampak negati setelah terjadinya 
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil? 
٣. Bagaimana prosedur gugatan cerai bagi PNS di Pengadilan Agama Maros? 
٤. Bagaimana penerapan/ implementasi peraturan pemerintah No. 45 Tahun 
1990 di Pengadilan Agama Maros 
٥. Bagaimana  prosedur pelaksanaan peraturan pemerintah No. 45 tahun 
1990 tentang  surat izin perceraian bagi PNSdi Pengadilan Agama Maros ? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan pak Abdullah Modding 
Pada tanggal 28 Oktober 2019 
Adapun  daftar pedoman wawancara yaitu : 
١. Apa yang melatar belakangi sehingga terjadi cerai bagi PNS di Pengadilan 
Agama Maros 
٢. Apa yang menjadi dampak positif dan dampak negati setelah terjadinya 
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil? 
٣. Bagaimana prosedur gugatan cerai bagi PNS di Pengadilan Agama Maros? 
٤. Bagaimana penerapan/ implementasi peraturan pemerintah No. 45 Tahun 
1990 di Pengadilan Agama Maros 
٥. Bagaimana  prosedur pelaksanaan peraturan pemerintah No. 45 tahun 
1990 tentang  surat izin perceraian bagi PNSdi Pengadilan Agama Maros ? 
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